SALINAN

BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA SETIAP DESA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber
pendapatan Desa berasal dari alokasi dana desa yang
merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan alokasi
dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja
daerah setiap tahun anggaran;

c. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang  Desa, ketentuan mengenai tata cara
pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan
Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan
Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa
Kabupaten Bintan Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah = Kabupaten Bintan 2016.



Mengingat

(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di lingkungan
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);

(2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237)

(3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);

(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5589);

(5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006

tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi
Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 , tambahan Negara
Nomor 4605);

(6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

(7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558);



Menetapkan :

(8) Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 288 );

(9) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015
Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Tahun 2016;

(10) Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun

2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tahun 2015 Nomor 6 );

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bintan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi

pemerintahanat BPD adalah lembaga yang



melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung
oleh penduduk desa yang bersangkutan.

9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang
terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan
pelaksana teknis.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut
RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah
dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus.

14. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala
Desa dari unsur staf sektretariat desa yang membidangi
urusan administrasi keuangan atau dari unsur lain untuk
menatausahakan keuangan desa.

15. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang

diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

BAB 11
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
Pasal 2
Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dalam
rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan  kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa.



Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut:

a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
sesuai kewenangannya,;

b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan,
kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi
masyarakat desa;

d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat;

e. meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam
APBDesa;

b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara
administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan; dan

c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III
PROSEDUR PENGALOKASIAN ADD
Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap
tahun anggaran.
(2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan
yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan

belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.



BAB IV
KOMPOSISI PENGALOKASIAN ADD
Pasal 6
(1) Komposis ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2)
bagi masing masing Desa dengan mempertimbangkan:

a. Bagian dana yang diperuntukan untuk membiayai
kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebesar 30% (tigapuluh per seratus),

b. Dan bagian dana ADD digunakan untuk membiayai
kebutuhan pembayaran tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat, Operasional dan Insentif BPD, Insentif
RT/RW dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang
tidak melebihi 30% dari total pagu APBDesa.

BAB IV
PENGHITUNGAN ADD
Pasal 7
Penetapan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa
pada tiap tahun anggaran diperhitungkan dengan rumus
sebagai berikut:
(1) Nilai bobot Desa merupakan nilai Desa x yang ditentukan
berdasarkan variabel.
(2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a) jumlah penduduk;
b) luas wilayah Desa;
c) angka kemiskinan; dan

d) tingkat kesulitan geografis.

(3) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan

koefisien dan indeks sebagai berikut:

huruf | variabel koefisien | indeks
a jumlah penduduk KV1 0,25
b luas wilayah Desa KV2 0,35
angka kemiskinan KV3 0,10
d tingkat kesulitan geografis KV4 0.30




(4) Besaran nilai bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan rumus:

BDx =KV1x +KV2x+KV3x+KV4x

Keterangan;

a. BDx : nilai bobot desa untuk Desa x;

b. KV1x : koefisien variabel jumlah penduduk Desa x;

c. KV2x : koefisien variabel luas wilayah Desa x;

d. KV3x : koefisien variabel angka kemiskinan Desa x;

e) KV4x : koefisien variabel tingkat kesulitan geografis

Desax

(5) Perhitungan alokasi formula setiap Desa dilakukan dengan

menggunakan formula sebagai berikut:

w = [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)] x (DDkab-
ADkab)

Keterangan:

W = | Desa Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan
tingkat kesulitan geografis setiap daerah

Z1 = | rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total
penduduk Desa nasional

Z2 = | rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap
total penduduk miskin Desa nasional

Z3 = | rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total
penduduk miskin Desa nasional

Z4 = | rasio IKG daerah terhadap total IKG daerah yang
memiliki Desa

DDKab = | pagu Dana Desa daerah

ADKab = | besaran ADD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa
dalam daerah

BAB IV
PENYALURAN DANA ADD
Pasal 6
1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan
dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum

Desa.



2) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD
kepada Bupati setiap triwulan.
3) Penyaluran ADD dilakukan dalam 4 (empat) tahap sebagai
berikut:
a. triwulan I diberikan pada bulan Maret sebesar 25%
(duapuluh lima persen);
b. triwulan II diberikan pada bulan Juni sebesar 25%
(duapuluh lima persen);
c. triwulan III diberikan pada bulan September sebesar
25% (duapuluh lima persen);
d. triwulan IV diberikan pada bulan Desember sebesar
25% (duapuluh persen).
4) Penyaluran Dana Desa Tahap [ dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan:
1) peraturan Desa mengenai APB Desa kepada Bupati
2) laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun
anggaran sebelumnya.
3) Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan
laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf a dan b kepada Bupati paling lambat minggu

kedua bulan Maret.

5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan:

1) laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I
kepada Bupati.

2) laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I
sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan
paling kurang Alokasi Dana Desa tahap [ telah
digunakan sebesar 25% (duapuluh lima per seratus).

3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I sebagaimana
dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lambat
minggu kedua bulan Maret.

6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala

Desa menyampaikan:

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi



penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada
Bupati.

. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan

Tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a
menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan
tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per

seratus).

. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi

penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap 1I
sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati

paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menyalurkan ADD apabila Pemerintah

Desa telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

(2) Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADD bagi Desa

yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

BAB YV
PENGGUNAAN ADD
Pasal 8

Penggunaan alokasi ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap

Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB 1V
TUJUAN DAN PRINSIP PENGGUNAAN
Pasal 9

Pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:

a)

menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan
Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa yang dibiayai oleh Dana Desa;

sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam
menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.



(1)

(2)

(3)

BAB V
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA
Bagian Pertama
Bidang Pembangunan Desa
Pasal 10

Penggunaan Dana Desa untuk  prioritas bidang

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi prioritas

kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan
diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan,

prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk
pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa,
meliputi:

(1) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan
infrasruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk
penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan
permukiman;

(2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana kesehatan masyarakat;

(3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi
pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana
produksi dan distribusi; dan/atau

(4) pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana
energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan
hidup.

Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan

Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar

Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. (3) Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota  melakukan pendampingan

terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan



Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan

dalam Peraturan Bupati/Walikota

Bagian Kedua
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pasal 11
Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan
bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk
mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas
warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha,
peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi
individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara

lain:

a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan,
pengembangan atau  bantuan  alat-alat  produksi,
permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan
dan pemagangan;

b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh
BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh
kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Desa
lainnya;

c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan
kegiatan ketahanan pangan Desa;

d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan
paralegal dan bantuan hukum masyarakat Desa, termasuk
pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
(KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar
Masyarakat di Desa (Community Centre);

e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta
gerakanhidupbersih dansehat, termasuk peningkatan
kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan
ketersediaan atau keberfungsian tenaga
medis/swamedikasi di Desa;

f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai
Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;

g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi

terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau



h.

bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang
sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah
ditetapkan dalam Musyawarah desa

Pasal 12

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran

terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember

.Pasal 13

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus
didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran
material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa
tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa
tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan
(PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh
penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 14

Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat
menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa
Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana
Desa Tahunan kepada Bupati.

Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
ketentuan:

Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun
anggaran berjalan;

Tahap II paling lambat minggu keempat bulan September
tahun anggaran berjalan.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling
lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran

berikutnya.



(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(1)

(2)
(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 15

Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala
desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan
realisasi penggunaan semester sebelumnya.

Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau
laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.
Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal
ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang
mengakibatkan SiLPA tidak wajar.

SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30%
(tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima
Desa.

Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak
mendapatkan persetujuan dari Bupati.

Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada

Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan.
BAB V
PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD
Pasal 16

Penatausahaan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan
APBDesa.
Penatausahaan ADD dilakukan oleh Bendahara Desa.
Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan ADD
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 17
Penatausahaan ADD berupa laporan pelaksanaan kegiatan
dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti
pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Desa.
Bendahara Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan
penatausahaan ADD kepada Kepala Desa setiap bulan.
Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada

Camat setiap 3 (tiga) bulan.



(4) Camat melaporkan pelaksanaan pengelolaan ADD kepada
Bupati yang meliputi laporan perkembangan fisik dan
keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Pasal 18

1) Pembinaan dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten yang
terdiri dari :

a) Badan Perberdayaan Masyarakat Desa,Perempuan dan
Keluarga Berencana Kabupaten Bintan

b) Dinas Pendapatan,Pengelolaan Kekayaan Daerah
Kabupaten Bintan.

c) Bappeda Kabupaten Bintan

d) Bagian pemerintahan Setda Kabupaten Bintan.

2) Pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan ADD
dilaksanakan oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala
Urusan Keuangan dan Bendahara Desa, tim pendamping
tingkat kecamatan, dan tim pendamping tingkat Daerah.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 31 Desember 2015
Pj. BUPATI BINTAN
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DOLI BONIARA

Diundangkan di Bintan
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN
ttd

LAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2015 NOMOR 35
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